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TENTANG

PERLINDUNGAN HEWAN PEMANGSA HAMA PERTANIAN

UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Pertanian. Pasal 30 UU Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa
petani memiliki hak wuntuk mendapatkan per-lindungan dari
kemungkinan gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme
pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak
perubahan iklim, dan/atau jenis resiko-resiko lain. Skema perlindungan
ini kemudian dikolaborasikan dengan pemberdayaan petani yang
dilaksanakan dengan pende-katan - Pendidikan dan
pelatihan,Penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan
sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan
lahan Pertanian, penyediaan fa-silitas pembiayaan dan permodalan,
kemudahan akses ilmu pe-ngetahuan, teknologi, dan informasi, dan
penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 46 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan
Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat
melakukan; (a) tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan
pemasaran yang baik, (b) analisis kelayakan usaha; dan (c) kemitraan
dengan Pelaku Usaha. Terkait dengan tata cara budi daya, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal
7 menjelaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mengolah
lahan untuk budidaya pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat
mencegah kerusakan ling-kungan. Salah satu bentuk pencegahan
kerusakan lingkungan adalah dengan melakukan pengendalian hama
secara terpadu. Pengendalian hama terpadu juga sebagai bentuk
perlindungan tanaman yang menjadi tanggungjawab masyarakat dan
peme-rintah.



II.

Pengendalian hama terpadu berprinsip nada kelestarian
lingkungan ekosistem pertanian. Setiap hama memiliki musuh yang
bersifat predator yang disediakan oleh alam. Keberadaan musuh alami
ini akan terjaga apabila ekosistemnya terjaga dan lestari. Dalam konteks
pertanian, semua hama memiliki musuh alami yang menjadi
predatornya. Menjaga ekosistem pertanian tetap lestari secara langsung
menyediakan habitat yang representatif bagi hewan-hewan predator
hama tersebut.

Namun demikian, kelestarian ekosistem pertanian tidak cukup
memberi jaminan predator hama berfungsi dengan baik. Hal ini
mengingat banyak praktik-praktik yang dilakukan manusia dan
berpengaruh terhadap musnahnya hewan-hewan predator tersebut.
Aktifitas manusia terutama perburuan, pembunuhan, pemilikan, dan
jual beli. Kondisi ini terjadi karena beberapa hewan-hewan predator
tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Peraturan Daerah ini secara khusus memberikan pengaturan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencegah aktifitas-aktifitas ma-nusia yang
berdampak terhadap menurunnya dan musnahnya populasi hewan-
hewan predator hama pertanian. Pencegahan ini menjadi bagian dari
perlindungan hewan pemangsa hama per-tanian melalui ketentuan
pelarangan perburuan, pembunuhan, pemilikan, dan jual beli hewan-
hewan predator yang memiliki karakteristik tertentu.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Perlindungan hewan pemangsa hama pertanian berasaskan pada ;

a. kelestarian lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada disekitar
manusia yang dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejiahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

b. keseimbangan ekosistem adalah kondisi dimana interaksi antar
komponen-komponen penyusun ekosistem berlangsung secara
harmonis dan seimbang.

¢. Kemandirian adalah Hal atau keadaan berdiri sendiri tanpa
tergantung pada orang lain.

d. Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output)
dengan pemasukan (Input).



e. efektifitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan
proses semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka
dikatakan proses tersebut semakin efektif. Efisiensi adalah
ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu
proses.semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya,maka
prosesnya dikatakan semakin efisien.

f. pertanian berkelanjutan adalah Gerakan pertanian menggunakan
prinsip  ekologi,studi hubungan antara organisme dan
lingkunganya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah situasi
khusus yang terjadi pada tanaman pertanian yang
mengakibatkan gagal panen atau kerusakan tanaman dalam
jumlah di atas 50%. Bentuk kejadian luar biasa adalah
bencana alam,serangan hama endemik, perubahan iklim, dan
dampak proyek pembangunan pemerintah.



Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kelompok petani
bekerjasama dengan lembaga asuransi tertentu yang bersedia
memberikan jaminan terhadap tanaman pertanian.

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Kebijakan pertanian Kabupaten Tegal dalam dokumen RPJMD
adalah pengembangan pertanian akrab lingkungan (pertanian
organik). Definisi pertanian organik adalah pertanian yang
memadukan antara produksi dan lingkungan hidup. Tujuannya
adalah meningkatkan produktifitas pertanian tanpa merusak
lingkungan dan menggunakan alat-alat yang dapat
membahasan kehiduan dan kesehatan manusia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a






